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ABSTRAK

Lady fame adalah dress store yang dikenal konsumennya sebagai penyedia
berbagai macam produk pakaian. Perkembangan dunia teknologi yang makin
pesat, turut mengharuskan lady fame memperbaiki cara penjualan dan sistem
pembayaran yang ada di lady fame selama ini. Berdasarkan kebutuhan untuk
memuaskan konsumen, kini lady fame melayani sistem pembayaran dengan
sistem non tunai namun juga tetap melayani transaksi pembayaran dengan sistem
tunai. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana tinjauan hukum
Islam tentang penggunaan uang elektronik dalam transaksi bisnis pakaian di lady
fame Bandar Lampung 2) Bagaimana tinjauan hukum positif tentang penggunaan
uang elektronik dalam transaksi bisnis pakaian di lady fame Bandar Lampung.
Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
tinjauan hukum Islam tentang penggunaan uang elektronik dalam transaksi bisnis
pakaian di lady fame Bandar Lampung dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan
hukum positif tentang penggunaan uang elektronik dalam transaksi bisnis pakaian
di lady fame Bandar Lampung.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan
(field research) dengan penelitian yang bersifat deskriftif analitis. Metode
pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi yang
mana setelah data terkumpul dilakukan pengolahan data dengan cara pemeriksaan
data, sistematisasi data, kemudian dianalisis dalam bentuk analisis kualitatif.

Berdasarkan analisis tersebut, transaksi pembayarannya menggunakan
uang elektronik di lady fame tidak ada penambahan biaya. Konsumen hanya
diharuskan membayar atas barang yang akan konsumen beli dengan nominal yang
telah ditetapkan pada setiap item produk yang ada di lady fame. Transaksi
menggunakan uang elektronik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memenuhi
asas manfaat, maslahat, kerelaan, tolong menolong, tidak terdapat unsur yang
diharamkan oleh agama, dan memberikan keamanan dalam bertansaksi serta
memiliki pengaruh positif. Transaksi bisnis pakaian dengan menggunakan sistem
pembayaran uang elektronik juga tidak melanggar UU Mata Uang atau peraturan-
peraturan yang mengatur tentang uang. Transaksi ini bukanlah merupakan
penolakan rupiah, dan juga bukan diskriminasi terhadap uang rupiah dalam bentuk
uang kertas dan uang logam.
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan
janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu ”. (QS. An-Nisa (4): 29).
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang
dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan
pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah
yang terkandung didalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah
“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Penggunaan Uang Elektronik
dalam Transaksi Bisnis Pakaian (Studi Di Lady Fame Bandar Lampung)”.
Adapun Beberapa Istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk
diuraikan adalah sebagai berikut:
1. Tinjauan
Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempelajari
dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat
(sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).!
2. Hukum Islam
Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan
Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan
diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.? Sedangkan Hasby

Ash-Shiddieqy menyatakan dalam pendapatnya mengenai hukum Islam

! Departemen Pendidikan Nasyonal, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisis
Ke-1V, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 1470.
2 Amir Syarifudin, Ushul Figh Jilid I, (Jakarta : Kencana, 2009 ), h.6.



ialah segala daya upaya yang dilakukan oleh seorang muslim dengan
mengikutsertakan sebuah syariat Islam yang ada.

3. Hukum Positif
Hukum positif adalah sebuah aturan yang berlaku pada suatu Negara.
Dalam hal ini adalah hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum positif
yaitu hukum yang berlaku sekarang dalam suatu masyarakat tertentu bagi
daerah tertentu.’

4. Penggunaan
Penggunaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti proses,
cara perbuatan memakai sesuatu, atau pemakaian.*

5. Uang
Uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum
sebagai alat pembayaran suatu wilayah tertentu atau sebagai alat
pembayaran hutang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang
dan jasa.”

6. Uang Elektronik
Secara umum, uang elektronik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan
electronic money, adalah sebuah alat pembayaran yang menggantikan

uang konvensional, dapat digunakan dan didistribusikan sebagai alat

® Irwantoni, Buku Daras: llmu Hukum Seri Pengantar llmu Hukum, (Bandar Lampung:
Puskima Fakultas Ushuludin, 2009), h. 101.

* Departemen Pendidikan Nasyonal, Op. Cit. h. 852.

5 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 59.



tukar yang disimpan dalam format digital disebuah computer atau micro
chip dalam sebuah kartu.®

7. Transaksi
Transaksi adalah suatu kegiatan yang diakukan seseorang yang
menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dipunyai baik
itu bertambah ataupun berkurang.’

8. Bisnis
Bisnis secara sederhana adalah semua kegiatan yang dilakukan seseorang
atau lebih yang terorganisasi dalam mencari laba melalui penyediaan
produk yang dibutuhkan oleh masyarakat.® Pada konteks pembicaraan
umum, bisnis (business) tidak terlepas dari aktifitas produksi, pembelian,
penjualan, maupun pertukaran barang dan jasa yang melibatkan orang atau
perusahaan.

9. Transaksi Bisnis
Transaksi bisnis (business transaction) merupakan sebuah kejadian yang
bernilai ekonomis, yang dilakukan dan dijalani perusahaan serta
menyebabkan perubahan kondisi perusahaan terutama kondisi keuangan.®

10. Pakaian
Pakaian berasal dari kata, pakai yang ditambah dengan akhiran, an. Dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 2 makna dalam kata pakai, yaitu:

® Yacobus Bayu Herkuncahyo, Legalitas Kedudukan Hukum Pedagang Uang Elektronik
(Elektronic Money Exchanger) dalam Sengketa Jual-Beli Uang Elektronik, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2014), h. 280.
” Pengertian Transaksi - Bisnis, Bukti, Manfaat, Jenis, Pengelompokan, Contoh (Online),
tersedia di: https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-transaksi (14 Agustus 2020).
: Francis Tantri, Pengantar Bisnis, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 4.
Ibid.



a. Mengenakan, seperti contoh; anak SD pakai seragam merah putih,

dalam hal ini pakai berarti mengenakan.

b. Dibubuhi atau diberi, contoh; es teh pakai gula, dalam hal ini pakai

berarti diberi."

Sedangkan makna dari pakaian adalah barang apa yang dipakai atau

dikenakan, seperti baju, celana, rok dan lain sebagainya.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dipahami bahwa maksud
judul skripsi ini adalah untuk mengetahui praktik transaksi bisnis pakaian dengan
menggunakan sistem pembayaran uang elektronik dalam perspektif hukum Islam
dan hukum positif, khususnya yang terjadi di toko pakaian lady fame di Bandar

Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan  memilih  judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif
tentang Penggunana Uang Elektronik dalam Transaksi Bisnis Pakaian (Studi Di
Lady Fame Bandar Lampung)” adalah :

1. Secara Objektif, seiring berkembangnya praktek keilmuan didalam
masyarakat khususnya dalam sistem pembayaran yang berkaitan dengan
jual beli mengalami banyak perubahan salah satunya adalah transaksi
pembayaran elektronik yang terjadi di lady fame Bandar Lampung.
Penelitian tentang penggunaan uang elektronik dalam transaksi

pembayaran seperti ini perlu diadakan untuk mengingat apakah praktek

Y Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 466.



yang terjadi sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif atau
justru malah sebaliknya.

2. Secara Subjektif, penelitian ini merupakan salah satu permasalahan
yang ada kaitannya dengan jurusan penulis, yakni jurusan Hukum
Ekonomi Syari’ah (Muamalah), Fakultas Syari’ah Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung, dimana penulis menimba ilmu

pengetahuan, dan penelitian ini belum pernah dibahas sebelumnya.

C. Latar Belakang Masalah

Uang elektronik disebut juga pembayaran digital adalah layanan keuangan
digital dari beberapa perusahaan perbankan. Bank BRI Syariah, Bank Mandiri
Syariah, Bank BCA Syariah, dan Bank BNI Syariah mengeluarkan transaksi
pembayaran berupa uang elektronik (e-money), yang memudahkan penggunanya
untuk melakukan berbagai macam transaksi. Banyak orang yang sudah
menggunakan fitur dan layanan dari uang elektronik ini karena selain
memudahkan uang elektronik juga menawarkan beberapa keuntungan bagi
penggunanya.

Maraknya transaksi non tunai sekarang ini membuat masayarakat beralih
dari transaksi manual yang mengunakan uang tunai ketransaksi non-tunai atau
uang elektronik. Pesatnya perkembangan teknologi dan keinginan untuk

memberikan nilai tambah pada nasabah membuat bergesernya sistem pelayanan



Bank dalam melakukan kegiatan usaha atau memberikan layanan kepada
nasabah.™

Kebanyakan uang di dunia sekarang ini adalah elektronik, dan uang tunai
mulai semakin berkurang penggunaannya. Dengan perkenalan internet, Bank
online, kartu debit, dan pembayaran online, dan bisnis internet, uang kertas
menjadi sebuah barang masa lalu.*? Saat ini uang tidak lagi berbentuk secara fisik
lagi, melainkan menjadi sebuah benda tak berwujud yaitu e-money (sistem uang
elektronik).

Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi
terhadap berbagai kebutuhan muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan
yang didasarkan kepada al-Qur’an dan as-Sunnah, atau atas dasar kaidah-kaidah
umum yang berlaku dalam syariat Islam, atau atas dasar hasil ijthad yang
dibenarkan oleh Islam.** Muamalah merupakan salah satu bagian dari
hukum Islam. Hal ini sesuai dengan pendapat para ahli bahwa hukum muamalah
merupakan bagian dari hukum Islam, yaitu hal yang mengatur hubungan antar
manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban.™

Berbagai bentuk muamalah yang dapat membantu aktivitas manusia, salah
satunya vyaitu jual beli. Terdapat dalam Firman Allah Swt dalam QS. Al-Bagarah

(2): 275 yaitu :

! Rachmadi Usman, Karakteristik Uang Elektronik dalam Sistem Pembayaran, (urnal
Yuridika Volume 32 No. 1, Januari 2017), h.135.

12 Setiawan Angga, Layanan Telkomsel Cash Pada Pelanggan Telkomsel, h. 1.

1 Baihagi Ahmad, Analisis Penerimaan Penggunaan Sistem Pembayaran Elektronik
Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM), h. 17.

4 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, Cet. Ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), h.
7.

> Nawawi Ismail, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia,
2012), h. 9.
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Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah
disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu
sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali
(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka;
mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Bagarah (2): 275)*

Lady Fame Shop adalah Dress Store yang berada di Bandar Lampung. Lady
Fame Shop adalah penjual produk pakaian wanita, aksesosris, tas jam tangan wanita
dan lain sebagainya. Lady Fame awalnya merintis jual beli pakaian secara online,
karena pesatnya perkembangan dan banyaknya permintaan pelanggan sehingga
lahirlah store offline, yang beralamatkan di Jalan Z.A Pagar Alam, No. 54 Bandar

Lampung. Lady Fame sendiri memiliki dua cara transaksi pembayaran, yang

16 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: Syaamil
Qur’an, 2012), h. 47.



pertama dengan cara cash (tunai) dan kedua dengan cara payment (pembayaran)
EDC mercant*’ dari bank tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk diteliti lebih lanjut tentang
jual beli yang menggunakan uang elektronik dalam metode pembayarannya

khususnya di lady fame dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan
yang akan diangkat adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang penggunaan uang elektronik
dalam transaksi bisnis pakaian di Lady Fame Bandar Lampung?
2. Bagaimana pandangan hukum positif tentang penggunaan uang elektronik

dalam transaksi bisnis pakaian di Lady Fame Bandar Lampung?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :
a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang
penggunaan uang elektronik dalam transaksi bisnis pakaian di Lady

Fame Bandar Lampung.

17 Electronic Data Capture atau disingkat EDC adalah sebuah alat penerima pembayaran
yang dapat menghubungkan antar rekening bank. Mesin ini sendiri diterbitkan oleh perbankan dan
dapat terkoneksikan dengan server perbankan. EDC merchant adalah mesin gesek kartu yang
dapat digunakan untuk menerima transaksi pembayaran dengan kartu kredit, kartu debit dan kartu
prepaid.



b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum positif tentang
penggunaan uang elektronik dalam transaksi bisnis pakaian di Lady

Fame Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu

memberi pemahaman yang lebih mengenai penggunaan uang
elektronik dalam transaksi bisnis pakaian perspektif hukum Islam dan
hukum positif yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan
berbagai macam transaksi pembayaran dengan sistem elektronik dan
untuk memberikan pemahaman yang lebih spesifik mengenai teori-
teori yang berkenaan dengan jual beli maupun transaksi pembayaran
dengan uang elektronik menurut perspektif hukum Islam dan hukum
positif.
Selain itu juga dapat memberikan khazanah pemikiran keislaman pada
umumnya serta menambah wawasan bagi penulis, dengan harapan
menjadi pedoman bagi penelitian selanjutnya hingga proses pengkajian
akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.

b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk
memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas

Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
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F. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif,
sebab dengan adanya metode kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai
pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Adapun metode
yang digunakan dalam rangka menyelesaikan penyusunan skripsi ini adalah :

1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yaitu
suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari
lokasi atau lapangan.’® Pada penelitian ini penulis melakukan
wawancara dengan objek terkait (karyawan Lady Fame Bandar

Lampung).
Selain dengan metode lapangan penelitian ini juga menggunakan
metode penelitian kepustakaan (Libarary Research) yaitu penelitian
yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik
berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian
terdahulu, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang
belum di publikasikan sebagai pendukung dalam melakukan
penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di
perpustakaan yang sesuai dengan masalah yang akan diangkat untuk

diteliti.

18 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, cetakan ketujuh (Bandung : CV.
Mandar Maju, 1996), h.81.
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b. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriftif analitis yaitu suatu penelitian yang
bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang
menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.’® Dalam kaitannya
dengan penelitian ini adalah mendeskripsikan aplikasi penggunaan
uang elektronik dalam pembayaran elektronik di Lady Fame Bandar
Lampung dan menganalisisnya sesuai perspektif hukum Islam dan

hukum Positif yang ada.

2. Sumber Data

Sehubungan dengan penelitian ini, maka sumber data yang digunakan

dalam penelitian ini dapat diperoleh dari:

a. Data Primer
Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara
langsung dari sumber asli atau pihak pertama.?’ Adapun yang menjadi
sumber data premier dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari
tempat yang menjadi objek penelitian (Lady Fame Bandar Lampung).

b. Data Sekunder
Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara
tidak langsung melalui media perantara.?* Data sekunder yang

diperolen oleh penelitian dari buku-buku yang membicarakan

9 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h.54.

% Syryabrata Sumardi, Metode Penelitian, Cet ke Il (Jakarta : Raja Grafindo Persada,
1998), h.15.

2! Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D (Bandung : Alfabeta,
2008), h.137.
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topik baik yang berhubungan langsung maupun yang tidak langsung

dengan judul permasalahan yang dikaji.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.

22 Adapun yang

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah beberapa pembeli yang
membeli produk, untuk melakukan transaksi pembayaran elektronik
pada transaksi pembelian di Lady Fame Shop Bandar Lampung.
Dalam hal ini yang dijadikan populasi adalah para konsumen wanita
dari usia remaja sampai dewasa diwilayah kota Bandar Lampung yang

suka berbelanja di Lady Fame.

. Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili

populasi.®® Dari populasi yaitu para wanita remaja sapai dewasa
diwilayah kota Bandar Lampung maka di tarik sample 30 orang yang
berbelanja di Lady Fame. Dari 30 orang tersebut hanya 10 orang saja
yang menggunakan kartu ATM/debit selebihnya masih menggunakan
uang tunai sebagai alat pembayaran dikarenakan ada sebagian orang
tidak mengentahui penggunaan kartu ATM/debit bisa digunakan pada
saat berbelanja dan terkadang orang lebih suka membawa uang tunai
saat berbelanja, sebagain lagi suka menggunakan kartu ATM/debit
sebagai alat pembayaran karena mudah saat membawanya dan merasa

lebih aman.

h.108.

?2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Edisi Revisi (Jakarta : Rineka Cipta, 2010),

% Moh.Tika Pabundu, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006), h.33.
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Bersadarkan uraian diatas, dapat disimpulkan sampel adalah bagian
populasi yang hendak diteliti dan mewakili karateristik populasi yaitu
pada konsumen yang melakukan pembelian di Lady Frame Bandar

Lampung mulai bulan April sampai bulan Desember 2018.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data dari lapangan, metode yang digunakan

adalah :

a. Observasi
Pengamatan atau observasi adalah akifitas yang dilakukan makhluk
cerdas, memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan
pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk
mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan
suatu penelitian.?* Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati
secara langsung praktik penggunaan uang elektronik dalam sistem
pembayaran elektronik pada Lady Fame Bandar Lampung.

b. Wawancara atau Interview
Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner
lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk

memperoleh informasi dari terwawancara.?

? Ahmad Muzani, Metode Observasi, (Surabaya: PT. Graha Pustaka Indonesia, 1999), h.
50.

% Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Reneka
Cipta, 2013), h.198.
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Maka penulis melakukan wawancara langsung ke Kantor Lady Fame
Bandar Lampung untuk mengetahui bagaimana praktik penggunaan
uang elektronik mengenai transaksi pembayaran elektronik tersebut,
dan selanjutnya akan dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum
positif.
c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan,
transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya® yang

berhubungan transaksi jual beli dengan menggunakan sistem elektonik.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan
dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Oleh
karena itu, setelah data terkumpul penulis kemudian melakukan
pengolahan data dengan cara:
a. Pemeriksaan Data (editing)
Yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan,
karena kemungkinan data yang masuk atau yang terkumpul itu tidak
logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan
kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan
bersifat koreksi, sehingga kekurangan-kekurangan dapat dilengkapi

atau diperbaiki.

% bid., h.18.
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b. Sistematisasi Data
Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa
berdasarkan urutan masalah.?” Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah
mengelompokkan data secara sistematis. Data yang sudah di edit dan
diberi tanda dikelompokkan menurut klasifikasi dan urutan masalah.
menempatkan  data menurut  kerangka sistematika batasan

berdasarkan urutan masalah.

6. Metode Analisis Data
Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau
lisan dari objek yang dapat diamati. Data yang sudah dikumpulkan dan
diolah menggunakan pemeriksaan data (editing), disusun secara
sistematika data, dan kemudian di analisis secara kualitatif untuk
mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Setelah data selesai dianalisis
maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan
dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang akan
diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang
merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini

dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

27 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfa Beta,
2008), h. 243.
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BAB Il

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Jual Beli dalam Islam
1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut etimologi berarti Al-Ba’i, Al-Tijarah, dan Al-
Mubadalah.® Jual beli juga berarti saling menukar (pertukaran).

Jual beli (al-ba’i) adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual
beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi
transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.?

Secara terminologi jual-beli diartikan dengan tukar menukar harta secara
suka sama suka atau peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut
bentuk yang diperbolehkan.*

Terdapat beberapa pendapat yang mendefinisikan jual beli diantaranya
adalah:

a. Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar

harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang
disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaat nilainya setara

dan membawa manfaat bagi maasing-masing pihak.”

! Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h. 67.

Z Sayid Sabig, Figh Sunnah, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah Fikih
Sunnah, Jilid XII, (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), h. 44.

® Imam Mustofa, Figih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016),
h. 21.

* Amir Syarifudin, Garis-garis Besar Figih, (Jakarta: Kencana, 2003), h.192.

® Ibid., h. 367.



b. Menurut Abi Yahya Zakaria Al-Ansyori, jual beli adalah pertukaran
harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan
mendapatkan benda yang lain sebagai gantinya dengan jalan yang
dibolehkan oleh syara’.®

c. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Hasani, ia mengemukakan
pendapat Mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (mal)
dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem
pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki
manfaat  serta  terdapat  kecenderungan  manusia  untuk
menggunakannya. Cara tertentu yang dimaksud adalah menggunakan
ungkapan (sighah ijab gabul).’

d. Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli
yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

1) Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar
sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah
akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah
satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang
ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat ialah
bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi
sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau bukan hasilnya.

2) Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang

bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai

® Hendi Suhendi, Op. Cit. h. 67.
" Ibid..
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daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak,
bendanya dapat direalisasi dan ada seketika (tidak ditangguhkan),
tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli
maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau
sudah diketahui terlebih dahulu.®

e. Menurut Mazhab Safi’i, jual beli adalah tukar menukar yang bersifat
umum sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti
menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat
suatu benda. Seperti akad ijarah (sewa), dengan demikian akad ijarah
termasuk dalam arti jual beli menurut bahasa atau juga berupa sikap
dan tindakan tertentu.’

f. Kitab Kifayatul Akhyar karangan Imam Tagiyuddin Abu Bakar bin
Muhammad  al-Husaini  diterangkan  lafaz ~ bai’  menururt
lughat artinya memberikan sesuatu dengan dengan imbalan yang lain.
Ba’i menurut syara” jual beli artinya membalas suatu harta benda
seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh
dikendalikan dengan ijab gabul menurut cara yang dihalalkan oleh
syara’.?

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli

adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik

dengan mendapatkan benda lainnya sebagai gantinya dengan ketentuan yang

® Ibid., h. 68.

® Abdurrahman Al-Jaziri, Figh Empat Mazhab, Muamalat 11, Alih Bahasa Chatibul Umam
dan Abu Hurairah, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), h. 11.

19 Siswadi, Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Ummul Qura. Vol.lll, No.2,
Agustus 2013, h.60.
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dibenarkan syara’ (hukum Islam).**

2. Dasar Hukum Jual Beli
Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang
jelas, baik dari Al-qur’an, As-Sunnah dan telah menjadi ijma’ ulama dan kaum
muslimin. Jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah
satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama
manusia.*?
a. Dasar hukum jual beli berdasarkan Al-Qur’an:

1) Q.S. Al-Bagarah (2) ayat 275 yang berbunyi sebagai berikut:

9
%o

S5i; LS N Osasir Y1 550 Heemls ol
RERSAMCTIN RSS2
il 855 ol A =y 50T (s o1 L)

rd
S I - 1 - 77 oo 27 « w B - -~ -7
- .

;of‘jg_ﬁ.lu G ;21.9 ‘L;@.,_:LQ ﬁ—/w.‘)o.f M}A ;}o;lf; IS

(a8

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang
kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.

1 H.A. Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan
Bisnis, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.
140.

12 Mustofa imam, Op. Cit, h. 22.
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Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan
mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu
sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual
beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah
sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus
berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang
telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali
(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-
penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. Al-
Bagarah (2): 275)"

2) Q.S. Al-Bagarah (2) ayat 282 yang berbunyi sebagai berikut:
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3 Kementrian Agama Republik Indonesia, Op. Cit, h. 47.
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan
benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya
sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia
menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia
mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang
berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah
(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan,
maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang
lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka
(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari
saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa
maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-
saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka
dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu,
baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.
yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih
menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak
(menimbulkan) keraguanmu (tulislah mu'amalahmu itu),
kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu
jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu,
(jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila
kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling
sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian),
maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada
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dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu;
dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al-
Bagarah (2): 282)*

3) Q.S. An-Nisaa (4) ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:

e

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan
suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu
membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu . (Q.S. An-Nisaa (4): 29)"

b. Dasar hukum jual beli berdasarkan Sunnah:
Berkaitan dengan jual beli, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah satu
sahabatnya mengenai pekerjaan yang baik, maka jawaban beliau ketika itu

adalah jual beli. Peristiwa ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis:
) Jia 2 G Ade &@;‘é\;@i’cGJfﬁ,
)Md.u: d\ﬂ"f_ﬁk\u_uﬁ\cs\ d.u jﬂ
saSIAT 42300 55 8155 (U303 &= K5 o

Artinya: “Dari  Rifa’ah bin Rafi’ ra. la berkata, bahwasannya
Rasulullah SAW pernah ditanya: Usaha apakah yang paling

™ Ibid, h. 48.
™ Ibid., h. 83.
'8 11fi Nur Diana, Hadis-Hadis Ekonomi, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 125.
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baik itu (va Rasulullah) ? Maka beliau menjawab, “Yaitu
pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual
beli itu baik.” (HR. Imam Bazzar. Imam Hakim menyatakan
shahihnya hadits ini) "

é@@i&%@d@@i&é&}égﬂ\éb&ﬁ}\i&é
W) Al adle 2 (Jia m:y“dua;;;gsj
”ua‘yur—eﬂ\

Artinya: “Dari Daud bin Shalihin Al-Madany dari ayahnya berkata,
Saya mendengar ayah Said Khaldri berkata, Rasulullah SAW
bersabda jual beli itu harus sama sama suka”. (HR. lbnu

Majah).

c. Dasar hukum jual beli berdasarkan Ijma’
Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa
manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa
bantuan orang lain. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat kaum
muslimin yang dari dahulu sampai sekarang sepakat memperbolehkan
jual beli, dan ini merupakan bantuk ijma’ umat karena karena tidak ada

seorangpun yang menentangnya.*®

7 Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, Sarah lbn Majah, Juz
11, (Bairut: Darul Fikri, tt), h. 1737.

'8 pratiwi Ayu Cahya Kurnia, Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli
Mata Uang Rupiah Kuno, (Skripsi, Surakarta, 2017), h.28.
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3. Syarat dan Rukun Jual Beli
a. Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela dan atas
kesepakatan bersama. Supaya bisnis yang kita lakukan itu halal, maka
perlu memperhatikan rukun dan syarat jual beli. Rukun secara bahasa
adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan
syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan
dan dilakukan.™

Jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad
(in’igad), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (nafadz), dan
syarat lujum. Secara umum tujuan adanya semua Syarat tersebut antara
lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga
kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual-beli gharar
(terdapat unsur penipuan), dan lain- lain.°

Jika jual-beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut
batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad
tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafadz, akad tersebut
mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah,
cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujum,
akad tersebut mukhayyir (pilih-pilin), baik khiyar untuk menetapkan

maupun membatalkan.?

19 Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol.
3, No. 2, Agustus 2015, h.245-246.

2% bid.

2! Syafe’i Rahmat, Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.76.
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Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam jual beli, yang bertujuan
untuk menghindarkan sengketa, melindungi kedua belah pihak,
menghindari terjadinya menipulasi dan kerugian.

1) Syarat penjual dan pembeli (pelaku agad)

a) Syarat pelaku agad hendaknya mumayyiz, memiliki
kemampuan mengatur hartanya, karena jual beli orang gila,
anak kecil dan orang mabuk tidak sah.

b) Jual beli tersebut atas kehendaknya sendiri, bukan karena
dipaksa.

c) Baligh, karena jual beli anak kecil tidak sah.

d) Bukan pemborosan, karena harta seseorang yang boros berada
ditangan walinya.?

2) Syarat ijab gabul (serah terima)

ljab menurut mayoritas ulama adalah pernyataan dari penjual

walaupun pernyataan itu dinyatakan di akhir, sedangkan gabul

adalah pernyataan dari pembeli walaupun pernyataan itu

dinyatakan di awal.?®

Syarat ijab gabul adalah :

a) Pelaku transaksi harus mumayyiz.
Menururt pendapat Hanafi, Maliki, dan Hanbali jual beli yang
dilakukan anak anak yang sudah mumayyiz hukumnya sah,

sedangkan menurut Syafi’i dianggap tidak sah karena tidak

layak.

%2 Sayyid Sabig, Figih Sunnah, Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h.122.
% bid. h. 123.
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b) Pernyataan gabul harus sesuai dengan pernyataan ijab.

c) Penjual menjawab sesuai dengan yang dikatakan pembeli.

d) Transaksi dilakukan satu majelis
Menurut Syafi’i dan Hanbali pernyataan qgabul sebaiknya
diucapkan setelah ijab tanpa dipisahkan oleh sesuatu yang lain.

3) Syarat barang (objek) yang diperjualbelikan

Syarat barang yang diperjualbelikan ada empat, yaitu:**

a) Barang yang diperjual belikan harus ada. Penjual dan pembeli
harus mengetahui keadaan barang, dari zat, sifat, bentuk dan
kadarnya agar tidak terjadi kesalahpahaman.

b) Barang yang diperjualbelikan adalah harta yang bernilai. Harta
yang bernilai adalah segala sesuatu yang disukai manusia,
dapat disimpan sampai waktu yang dibutuhkan, dapat
dimanfaatkan dan memiliki nilai materi bagi kebanyakan orang.
Tidak sah jual beli barang yang tidak bernilai, seperti bangkai
kotoran, khamer, babi dan berhala.

¢) Barang tersebut milik sendiri. Tidak sah jual beli barang yang
bukan milik sendiri, kecuali milik yang diwakilkan. Barang
yang akan dijual bisa diserahkan pada saat transaksi tidak sah
jual beli yang tidak bisa diserah terimakan seperti jual beli ikan

dilaut.®

2 bid., h.124-125.
% bid., h.125.
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4) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

a)

b)

Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas
jumlahnya.

Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun
secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit.
Apabila barang itu dibayar kemudian (hutang), maka waktu
pembayarannya pun harus jelas waktunya.

Apabila jual beli yang dilakukan dengan saling
mempertukarkan (barter), maka barang yang dijadikan nilai

tukar, bukan barang yang haram.?®

Di samping itu, ada beberapa syarat lain berkaitan dengan jual-beli,

yaitu berkaitan dengan akad salam (pesanan):

1)

2)

3)

4)

Sifatnya harus memungkinkan dapat dijangkau pembeli untuk

dapat ditimbang atau diukur.

Dalam akad harus disebutkan kualitas dari barang yang akan

diperjual belikan.

Barang yang diserahkan sebaiknya barang yang diperjual belikan

dipasar.

Harga hendaknya disetujui pada saat ditempat akad berlangsung.?’

% Abdul Rahman Ghazali, Figh Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

2012), h. 76.

2 1bid, h. 76-77.
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b. Rukun Jual Beli
Rukun jual beli menurut Mazhab Hanafi hanya ijab dan gabul saja.
Menurut mereka, yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan
kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan
berhubungan dengan hati yang sering tidak keliahatan, maka
diperlukan indikator atau alat ukur (garinah) yang menunjukkan
kerelaan tersebut dari kedua belah pihak.?®
Rukun dalam jual beli ada tiga, yaitu:
1) Akad
Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum
dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul
menunjukkan kerelaan (keridhaan).?® Mengucapkan dalam akad
merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam
mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat
menggambarkan kehendak untuk berakad para ulama menerangkan
beberapa cara yang ditempuh dalam akad transaksi, diantaranya:*°
a) Dengan cara tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi
transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab gabul dengan cara
tullisan (kitbah).
b) Dengan cara isyarat, bagi yang tidak dapat melakukan akad jual
beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan

isyarat.

%8 Ali Hasan, Masa il fikhiyah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), h.117.
 Hendi Suhendi, Op.Cit, h.70.
% Abdul Rahman Ghufron, dkk, Figh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), h.70.
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c) Dengan cara fa’hi (saling memberi), misalnya, seseorang
melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang
diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang diberi
tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya
tanpa ditentukan besar imbalan.

d) Dengan cara lisan al-hal, menurut sebagian ulama mengatakan,
apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan
orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggal
barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada
akad ida’ (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan
dengan jalan dalalah al hal.*

2) Orang yang Berakad (Subjek)

Orang yang berakad (subjek) dua pihak terdiri dari bai’ (penjual)

dan mustari (pembeli). Disebut juga agid, yaitu orang yang

melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin
terjadi tanpa adanya orang yang melakukankannya, dan orang yang
melakukan harus:

a) Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah
orang Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam
benda-benda tertentu. Misalnya, sesorang dilarang menjual
hamba sahaya yang beragama Islam sebelum kemungkinan

besar pembeli tersebut akan merendahkan aqid yang beragama

3L 1bid, h. 71.
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Islam.

b) Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal dsini
adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang
terbaik baginya. Maka orang gila atau orang bodoh tidak sah
jual belinya, sekalipun miliknya sendiri.

Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan
kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan
jual beli tidak dipaksa.

c) Baligh, baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan
menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah
bermimpi atau sudah berumur 5 tahun dan bagi perempuan
adalah sesudah haid.

d) Keduanya tidak mubazir, yang dimaksud dengan keduanya
tidak mubazir yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam
perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia boros
(mubazir).*?

3) Barang (Objek Akad)

Ma’qud alaih (objek) barang yang dijadikan sebagai objek jual beli

ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual

menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

%2 1bid, h.71-72.
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b) Dapat dimanfaatkan, yaitu barang yang diperjual belikan harus
ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan
barang-barang yang tidak bermanfaat.

c) Milik orang yang melakukan agad, maksutnya bahwa orang
yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah
pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari
pemilik sah barang tersebut.

d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang
disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.*

Menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat,

yaitu:

1) Ada orang yang melakukan akad atau al-muta’aqgidain (penjual dan
pembeli),

2) Ada sighat (lafal ijab dan gabul),

3) Ada barang yang dibeli,

4) Ada nilai tukar pengganti barang.>

Menurut Imam Tagiyudin Abi Bakar Muh. Al-Husaini menyatakan

rukun jual beli yaitu sebagai berikut:

1) Penjual

2) Pembeli

3) Barang yang dijual

4) Harga

% Ibid, h.73-74.
% Al-Bahuti, Kasysaf al-Qina, Jilid 11, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), h. 125.
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5) Ucapan ijab dan gabul.*®

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri bahwa rukun jual beli itu ada tiga

yaitu:

1) Sighat (ijab dan gabul)

2) ‘Agid (orang yang mengadakan perjanjian, terdiri dari penjual dan
pembeli)

3) Ma’qud alaih (barang obyek akad) terdiri dari barang dan harga.*®

4. Hukum (Ketetapan) dan Sifat Jual Beli

Para ulama Figh mengatakan bahwa hukum jual beli itu adalah mubah
(boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syatibi,
pakar figh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam Asy- Syatibi
member contoh ketika terjadi praktik ikhtikar (penimbunan barang hingga stok
hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan ikhtikar
dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu,
maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual
barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga.*’

Menurutnya pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan
ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip Asy-Syatibi, bahwa yang
mubah itu apabila ditinggalkan secara total maka hukumnya wajib. Apabila

sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi,

¥ Tagiyudin Abi Bakar Muh. Al-Husaini, Kifayatul Akhyar, Juz 1V, (Bandung: Al-
Ma’arif, tt), h. 89.

% Abd. Rahman Al-Jaziri, Kitabul Figh Ala Madzahi bil Arba’ah, Cet. VI, Juz Il, (Kairo:
Az-Zariyah, tt), h. 141.

%7 Sulaiman Rasyid, Figih Islam, (Jakarta: Attahiriyah,1954), h.270.
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pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para

pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula dalam kondisi-kondisi

lainnya.*®

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jJumhur ulama membagi jual beli

menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (sahih) dan jual beli

yang dikategorikan tidak sah.

a. Jual beli sahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara’, baik

rukun maupun syaratnya.

Jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu
syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal
dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti

yang sama.>®

Adapun ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual-beli menjadi tiga,

yaitu sah, batal, dan rusak*:

a.

b.

Jual beli sahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat.
Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang
melakukan akad.

Jual beli batal adalah jual beli adalah yang tidak memenuhi salah satu
rukun atau yang tidak sesuai dengan syariat, yaitu orang yang berakad
bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan

anak kecil atau barang-barang yang dijual itu adalah barang-barang

38 H
Ibid.,
% |smail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia,

2012), h. 44.

“0 Syafe’i Rahmat, Op. Cit, h. 91-92.
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yang diharamkan seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.

c. Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat
pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti
jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz, tetapi bodoh

sehingga menimbulkan pertentangan.**

5. Macam-Macam Jual Beli
Jual beli ditinjaau berdasarkan segi hukumnya, jual beli segi ini ada dua
macam:
a. Jual beli yang sah menurut hukum
b. Jual beli yang batal menurut hukum.*?
Jual beli ditinjau berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi tiga
macam:
a. Jual beli salam (pesanan)
Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan
cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya
diantar belakangan.
b. Jual beli mugayadhah (barter)
Jual beli mugayadhah adalah jual-beli dengan cara menukar barang

dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

4 g
Ibid, h. 92.
*2Shobirin, “Bisnis ”, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam (online), Vol 3 No.2, Desember
2015, h.245-253
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C.

Jual beli muthlaq
Jual beli muthlaq adalah jual-beli barang dengan sesuatu yang telah

disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.*

Ditinjau dari segi benda yang dijadikam objek jual beli dapat dikemukakan

pendapat Imam Tagiuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk :

a.

b.

C.

Jual beli benda yang keliatan.
Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janiji.

Jual beli benda yang tidak ada.*

Menurut pendapat Imam Ja’far Shadiq macam-macam jual beli

diantaranya, yaitu:

a.

f.

g.

Jual beli Fudhuli, yaitu jual beli yang ijab atau kabulnya dilakukan
oleh bukan orang yang berkepentingan langsung, dan bukan pula oleh
wakilnya.

Jual beli nasi’ah, yaitu barang di perjual belikan diserahkan saat itu
juga,sedangkan harganya diserahkan belakangan.

Jual beli salam yaitu kebalikan rasi’ah, yaitu harganya diserahkan saat
itu juga, sementara barangnya belakangan.

Jual beli ash-sharf khusus berkenaan dengan emas dan perak.

Jual beli murabahah, yaitu jual beli dengan keuntungan tertentu
(sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak).

Jual beli muwadha’ah, yaitu jual beli dengan kerugian tertentu.

Jual beli tauliyah, yaitu jual beli sesuai dengan modal.*

151.

*® Syafe’i Rahmat, Op. Cit. h.94.
* Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Figh Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h.
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Selain macam-macam jual beli di atas, pada dasarnya dalam jual beli

dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

a. Jual beli yang sah dan tidak terlarang yaitu jual beli yang diizinkan

oleh agama artinya, jual beli yang memenuhi rukun rukun dan syarat-

syaratnya.

. Jual beli yang terlarang dan tidak sah yaitu jual beli yang diizinkan

oleh agama, artinya jual beli yang tidak memenuhi syarat dan
rukunnya jual beli, contohnya jual beli najis, jual beli anak hewan yang
masih berada dalam perut induknya, jual beli yang ada unsur

kecurangan dan jual beli sperma hewan.

. Jual beli yang sah tapi terlarang yaitu jual belinya sah, tidak

membatalkan akad dalam jual beli tapi dilarang dalam agama islam
karena menyakiti si penjual, si pembeli atau orang lain; menyempitkan
gerakan pasaran dan merusak ketentraman umum, contohnya membeli
barang dengan harga mahal yang tujuannya supaya orang lain tidak

dapat membeli barang tersebut.*®

6. Etika Jual Beli
Jual beli memiliki beberapa etika, antara lain sebagai berikut:

a. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan

Dengan begitu, jual beli yang mengandung unsur penipuan yang

berlebihan dan bisa dihindari maka harus dihindari. Ulama Malikiyah

h.46.

* Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Imam Ja'far Shadi, (Jakarta: Lentera, 2002),

“¢ Imam Mustofa, Op. Cit, h.54.



37

menentukan batas penipuan yang berlebihan itu adalah sepertiga ke
atas, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam
wasiat dan selainnya. Dengan demikian keuntungan yang baik dan
berkah adalah keuntungan sepertiga keatas.*’

Berinteraksi yang jujur

Yaitu dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya
tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber,

dan biayanya.

Bala Ha B0 s 06 5 6 Al el G
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Artinya: “Kedua orang yang bertransaksi jual beli berhak melakukan
khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur
dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan
dalam jual beli. Tapi jika keduanya berdusta dan tidak
terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan
dihapus.”(HR. Al-Bukhari no. 1937 dan Muslim no. 1532)

Bersikap toleran dalam berinteraksi

Yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara
menguranginya, begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan

syarat- syarat penjualan dan memberikan harga lebih.

“"Ibid. h. 57.
“ Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Lu’lu’ wal Marjan, Jilid 2, diterjemahkan oleh:

Salim Bahreisy, (Surabaya: Bina IImu, tt), h. 552.



d. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar
Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli,
karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah. Allah berfirman dalam Q.S Al-

Bagarah (2) ayat 224 yang berbunyi sebagai berikut:

L _ -
P
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° e . 2 _ e w s 2 -
|98:59 190 r£=-;‘—«a§{ S

Artinya: “Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu
sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan
Mengadakan ishlah di antara manusia. dan Allah Maha
mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S al-Bagarah (2):
224)"%

e. Mencatat utang dan mempersaksikannya

Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga

mempersaksikan jual beli yang akan dibayar dibelakang dan catatan

utang.>®

B. Tinjauan Umum tentang Jual Beli dalam Hukum Positif
1. Pengertian Jual Beli
Kehidupan manusia yang senantiasa berkembang dari waktu ke waktu dan
berbagai macam bentuk hubungan antar manusia untuk memenuhi kebutuhan
hidup beraneka ragam, salah satunya adalah perbuatan jual beli. Jual beli

merupakan perbuatan hukum yang paling banyak berlangsung di masyarakat. Jual

*° Kementrian Agama Republik Indonesia, Op. Cit, h. 35.
%0 Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, Penerjemah: Abdul Hayyie al-
Kattani,dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.27-28.
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beli dalam pengertian sehari-hari dapat diartikan sebagai suatu perbuatan dimana
seseorang menyerahkan uang untuk mendapatkan barang yang dikehendaki.>*

Jual-beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sesuatu
perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan
suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah
dijanjikan. Sebagaimana Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
berbunyi: “Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaaan dan pihak yang lain
untuk membayar harganya yang telah dijanjikan”.*

Dijelaskan juga dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
dimana bunyinya: “Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak,
seketika setelahnya orang-orang telah mencapai kata sepakat tentang kebendaan
tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun
harganya belum dibayar”.>®

Sehingga dapat dipahami bahwa jual beli merupakan suatu bentuk
perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu.
Dengan ketentuan yang demikian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua
belah pihak pada saat mereka mencapai kata sepakat mengenai benda yang dijual

belikan, demikian harganya, sekalipun benda yang menjadi obyek jual beli belum

diserahkan dan harganya belum dibayar.

' Nur Susanti, Praktek Jual Beli Tanah Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Di
Kecamatan Bae Kabupaten, (Tesis Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana,
Universitas Diponegoro Semarang, 2008), h. 31.

%2 R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta:
Balai Pustaka, 2014), h. 366.

> Ibid.
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Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa jual beli adalah suatu
persetujuan kehendak antara penjual dan pembeli mengenai suatu barang dan
harga, karena tanpa barang yang dijual dan tanpa harga yang disetujui antara

kedua belah pihak, maka tidak mungkin ada perbuatan hukum jual beli.

2. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

a. Hak dan Kewajiban Penjual
Hak dari penjual adalah menerima harga barang yang telah dijualnya
dari pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua
belah pihak. Sedangkan kewajiban penjual adalah:
1) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan
2) Menanggung cacad-cacad tersembunyi terhadap barang tersebut.>*

b. Hak dan Kewajiban Pembeli
Hak dari pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, baik
secara nyata maupun secara yuridis. Sedangkan kewajiban utama
pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat

sebagaimana ditetapkannya menurut perjanjian.*

3. Syarat Jual Beli
Sebagaimana yang diuraikan dalam definisinya, dapat diketahui bahwa
jual beli merupakan salah satu bentuk dari perjanjian. Syarat-syarat sahnya suatu

perjanjian tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal

% Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika,
2008), h. 22.
* Ibid.
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1320, yaitu sebagai berikut:*®

mengenai

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Hal ini dimaksudkan,

bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus
terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok
dari perjanjian yang akan diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apabila
kata sepakat itu diberikan karena kikilafan, paksaan atau penipuan.

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Pada dasarnya setiap
orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh
undang-undang dinyatakan tidak cakap. Menurut pasal 1330 KUHPer,
mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah orang yang
belum dewasa, mereka yang ditarun dibawah pengampuan, orang
perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah
melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Akibat hukum dari
ketidak cakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat

dimintakan pembatalannya kepada hakim.

. Adanya suatu hal tertentu, adalah menyangkut objek perjanjian harus

jelas dan dapat ditentukan.

. Adanya suatu sebab yang halal, yaitu menyangkut isi perjanjian yang

tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-

undang.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena

orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian,

334.

% Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2005), h.
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sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai
perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.
Apabila dua syarat yang pertama tidak dipenuhi (1) dan (2) maka perjanjian dapat
dibatalkan (syarat subjektif) sedangkan apabila syarat dua syarat yang terakir
tidak dipenuhi (3) dan (4), maka perjanjian ini batal demi hukum (syarat

obyektif).>’

C. Transaksi Bisnis Menggunakan Uang Elektonik
1. Pengertian Uang Elektronik

Untuk bisa mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan uang
elektronik, kita harus bisa memberikan pengertian atau definisi serta fungsi dari
uang itu sendiri. Uang yang selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari
adalah sesuatu yang bisa di terima oleh khalayak umum sebagai pembayaran dan
alat tukar-menukar.”®

Dari sudut pandang ekonomi, uang (money) merupakan stok aset-aset yang
digunakan untuk transaksi. Uang adalah sesuatu yang diterima atau dipercaya
masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi. Karena itu uang dapat
berbentuk apa saja, tetapi tidak berarti segala sesuatu itu adalah uang. Misalnya
kita mengenal uang kertas sebagai alat transaksi, tetapi tidak semua kertas itu

adalah uang. *°

*" Ibid. h. 335.

%8 Siti Hidayati, Operasional E-Money, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), h. 34.

% Pramata Raharja Dan Mandala Manurung, Pengantar 1lmi Ekonomi (Jakarta: Lembaga
Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), h. 654.
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Fungsi utama uang dalam sistem perekonomian manapun adalah sebagai
alat tukar (medium of exchange). Dalam sistem perekonomian Kkapitalis, uang
tidak hanya sebagai alat tukar yang sah (legal tender) melainkan juga sebagai
komoditas. Menurut sistem kapitalis, uang juga dapat diperjualbelikan dengan
kelebihan baik on the spot maupun secara tangguh.®

Menurut fatwa MUI 116/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan Nagd (uang)
adalah segala sesuatu yang menjadi media tersebut. Nagd dapat diartikan sesuatu
yang dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat. Baik terdiri dari logam atau
kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya dan diterbitkan oleh lembaga
keuangan pemegang otoritas.®*

Pengertian uang menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2011 tentang Mata Uang, uang adalah alat pembayaran yang sah.
Sedangkan yang dimaksud dengan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh
Negara Kesatuan Republik Indonesia (rupiah).®

Jadi bahwasanya uang merupakan alat untuk bertransaksi yang sah dan
diakui oleh pemerintah. Uang dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi
baik pembayaran taupun lainnya.®®

Adapun beberapa fungsi uang yang harus kita pahami selain sebagai alat
tukar menukar dalam pembayaran dan sebagainya, fungsi uang dibagi menjadi

empat fungsi, antara lain:

% Nurul Hudan dan Mohamad Haikal , Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan
Prakti ), (Jakarta: Kencana , 2010).

® Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/1X/2017
Tentang Uang Elektronik Syariah, (Jakarta: Dsn, 2017), h. 8.

82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

% Thamrin Abdullah, Bank Dan Lembaga Keuangan, h. 44-49.


https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e13df4da78a5/nprt/lt4d50fbec8b2ce/undangundang-nomor-7-tahun-2011
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e13df4da78a5/nprt/lt4d50fbec8b2ce/undangundang-nomor-7-tahun-2011
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a. Uang sebagai alat tukar menukar.

b. Uang sebagai kesatuan hitung.

c. Uang sebagai penimbun kekayaan.

d. Uang sebagai standar pembayaran berjangka atau standar pencicilan

hutang.®*

Perkembangan pesat teknologi informasi di era digital telah memberikan
dampak yang besar bagi masyarakat, seperti munculnya uang elektronik atau e-
money. Transaksi elektronik semakin mempermudah kebutuhan transaksi
masyarakat di era ekonomi digital, mulai dari kebutuhan transfer, penjulan hingga
pembelian.®

Kemunculan uang elektronik membuat ramai masyarakat Indonesia,
kehadirannya menjadi segala solusi terhadap hal-hal yang kurang dalam kartal
atau uang tunai. Uang elektronik merupakan alat pembayaran berbentuk
elektronik yang nilai uangnya sesuai dengan nilai uang yang disertakan kepada
penerbit atau agen-agen penerbit yang kemudian nilai uang tersebut dimasukkan
dalam media elektronik yang berupa chip atau media server.

Berdasarkan definisi European Central Bank, e-money merupakan sebuah
nilai uang yang disimpan secara elektronik ke dalam sebuah alat yang dapat
digunakan untuk melakukan pembayaran kepada pihak selain penerbit uang tanpa

perlu melibatkan akun bank dalam transaksi, dan bertindak sebagai instrument

64 |p;
Ibid,

® Mengenal Sejarah Uang Elektornik dan Bagaimana Pengaruhnya di Masyarakat di
Indonesia (On-line), tersedia di: https://belitung.tribunnews.com/2019/05/29/mengenal-
sejarah-uang-elektornik-dan-bagaimana-pengaruhnya-di-masyarakat-di-indonesia (29 Mei
2019).

8 Afif Muamar dan Ari Salman Alparasi, “Electronic Money (E-Money) Dalam
Perspektif Maqasid Syariah’, Jornal Of Islamic Economic Lariba, 3.2 (2017), h. 77-79.


https://belitung.tribunnews.com/2019/05/29/mengenal-sejarah-uang-elektornik-dan-bagaimana-pengaruhnya-di-masyarakat-di-indonesia%20(29
https://belitung.tribunnews.com/2019/05/29/mengenal-sejarah-uang-elektornik-dan-bagaimana-pengaruhnya-di-masyarakat-di-indonesia%20(29
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yang bersifat prabayar.

Menurut fungsi e-money merupakan nilai uang yang disimpan secara
elektronik kedalam alat seperti kartu chip atau hard drive di dalam komputer atau
server, direpresikan dengan klaim pada penerbit, dan diterbitkan dengan sejumlah
dana yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran yang dilakukan
kepada pihak selain penerbit uang eletronik.®’

Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PB1/2014
tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang
Uang Elektronik, bahwa yang dimaksud dengan uang elektronik (electronic
money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada

penerbit;

b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau

chip;

c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan

merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan

d. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan

simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang
mengatur mengenai perbankan.®

Uang elektronik (electronic money) merupakan perwujudan atas sistem
perbankan modern yang menggunakan sistem Alat Pembayaran Menggunakan

Kartu (APMK). Perlu diketahui bahwa uang elektronik yang diterbitkan di

%7 Kirana Widyastuti, Tantangan Dan Hambatan Implementasi Produk Uang Elektronik
Indonesia: Studi Kasus Pt. Xyz, Sistem Infomasi (Jurnal Ofd Information Systems), 2017.
% peraturan Bank Indonesia N0.20/6/PBI1/2018 tentang Uang Elektronik
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Indonesia wajib menggunakan satuan uang rupiah. Transaksi yang menggunakan
Uang Elektronik dan dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
wajib menggunakan rupiah®®

Berdasarkan penjelasan tersebut, uang elektronik salah satunya memiliki
unsur nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server

atau chip.

2. Macam-Macam Uang Eletronik
Berdasarkan pencatatan dan data identitas pemegang Kkartu, uang
elektronik (electronic money) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

a. Uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat
pada penerbit (registered). Fasilitas yang dapat diberikan oleh penerbit
jenis uang elektronik registered sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang
perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009
tentang Uang Elektronik, berupa:
1) Registrasi pemegang;
2) Pengisian ulang (top up);
3) Pembayaran transaksi;
4) Pembayaran tagihan;

5) Transfer dana;

% pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi
Undang-Undang


https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/335/node/30/undangundang-nomor-23-tahun-1999
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/29087/node/30/uu-no-6-tahun-2009-penetapan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2008-tentang-perubahan-kedua-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-1999-tentang-bank-indonesia-menjadi-undang-unda
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/29087/node/30/uu-no-6-tahun-2009-penetapan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2008-tentang-perubahan-kedua-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-1999-tentang-bank-indonesia-menjadi-undang-unda
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/29087/node/30/uu-no-6-tahun-2009-penetapan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2008-tentang-perubahan-kedua-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-1999-tentang-bank-indonesia-menjadi-undang-unda
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/29087/node/30/uu-no-6-tahun-2009-penetapan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2008-tentang-perubahan-kedua-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-1999-tentang-bank-indonesia-menjadi-undang-unda
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6) Tarik tunai;

7) Penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat;

8) Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan
tidak tercatat pada penerbit (unregistered). Fasilitas yang dapat
diberikan oleh penerbit jenis uang elektronik unregistered
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Peraturan Bank Indonesia
Nomor 16/8/PBI1/2014 tentang perubahan atas Peraturan Bank
Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, berupa:

1) Pengisian ulang (top up);

2) Pembayaran transaksi;

3) Pembayaran tagihan; dan

4) Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.”

Berdasarkan masa berlaku uang elektronik, uang elektronik dibedakan

kedalam dua bentuk:

a. Reloadable, uang elektronik dengan bentuk reloadable adalah uang

elektronik yang dapat dilakukan pengisian ulang, dengan kata lain,
apabila masa berlakunya sudah habis atau nilai uang elektroniknya
sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut dapat
digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang.

Disposable, uang elektronik dengan bentuk disposable adalah uang

elektronik yang tidak dapat di isi ulang, apabila masa berlakunya sudah

0 Wiyono Slamet, Transaksi dan Akad dalam Operasi Bank Syariah (Jakarta:

Grasindo, 2005), h. 25.
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habis atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media
uang elektronik tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk
dilakukan pengisian ulang (top-up).”

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI1/2014 tentang
perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI1/2009 tentang Uang
Elektronik, berdasarkan tempat penyimpanan nilai dana uang elektronik, maka
terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

a. Uang elektronik berbasis kartu atau chip. Dimana nilai dana uang
elektronik dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit
juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang.
Sistem pencatatan seperti ini terjadi pada uang elektronik berbasis
kartu atau chip dan memungkinkan transaksi dilakukan secara offline.
Uang elektronik yang menggunakan media chip biasanya siapapun
yang memegang kartu dapat menggunakannya, nominal uang yang
disimpan dalam kartu pun dibatasi. Uang elektronik jenis ini paling
cocok digunakan untuk aksi harian/ritel, karena transaksinya yang
berjalan cepat.

b. Uang elektronik berbasis server. Dimana nilai dana pemegang
tersimpan pada database penerbit dan dalam melakukan transaksi akan
membutuhkan media berupa gadget pengguna untuk mengirim nomor
sandi dan nilai transaksi yang dibutuhkan dan menerima nomor token

untuk melakukan transaksi. Sistem pencatatan seperti ini terjadi pada

™ bid. h. 26.
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uang elektronik berbasis server dan hanya dapat dilakukan secara
online.

Uang elektronik yang berbasis server, pada saat penerbitannya data
identitas dari pemegang uang elektronik itu akan disimpan atau didata
oleh aqcuirer (penerbit uang eletronik). Nominal uang yang dapat
disimpan melalui uang elektronik jenis ini bisa mencapai lima juta
rupiah. Tetapi ada saat penggunaan harus melalui identifikasi nomor
telephone atau akun daring harus memasukkan kode PIN terlebih

dahulu sehingga tidak semua orang bisa menggunakannya.’

3. Jenis Transaksi Menggunakan Uang Elektronik

Menurut Bank Indonesia, jenis-jenis transaksi dengan menggunakan uang

elektronik (e-money) secara umum, antara lain:"®

a. Penerbitan (issuance) dan pengisian ulang (top up)

Pengisian nilai uang kedalam media uang elektronik dapat dilakukan
terlebih dahulu oleh penerbit sebelum dijual kepada pemegang. Untuk
selanjutnya pemegang uang elektronik bisa melakukan pengisian ulang
(top up) yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain
melalui penyetoran uang tunai, pendebitan uang dari rekening bank,

atau melalui terminal-terminal pengisian ulang yang telah dilengkapi

"2 Tazkiyyaturrohmah Rifqy, ,,Transaksi Uang Elektronik Ditinjau Dari Hukum Bisnis

Syariah’ (Tesis Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Islam, Yogyakarta, 2016),

h.3.

" Siti Hidayati, Op. Cit. h. 36-38.
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peralatan khusus oleh penerbit.”

b. Transaksi Pembayaran

Transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik (e-money) pada

prinsipnya dilakukan penukaran nilai uang dalam bentuk data

elektronik dengan barang antara pemegang uang elektronik dan

pedagang menggunakan protokol yang telah ditetapkan.

1)

2)

3)

Transfer

Transfer dalam transaksi uang elektroni adalah fasilitas pengiriman
nilai uang antar pemegang uang elektronik melalui terminal-
terminal yang telah dilengkapi dengan peralatan khusus.

Tarik Tunai

Tarik tunai adalah fasilitas penarikan uang tunai atas nilai uang
elektroni yang tercatat pada media e-money yang dimiliki
pemegang yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang uang
elektronik.

Refund atau Redeem Refund atau redeem adalah penukaran
kembali nilai uang elektronik kepada penerbit, baik yang dilakukan
oleh pemegang pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai atau
masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang
elektronik atau masa berlaku telah berakhir, maupun yang
dilakukan oleh pedagang pada saat penukaran nilai uang elektonik

yang diperoleh dari pemegang atas transaksi jual beli barang.”

™ bid.,
™ 1bid.,
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4. Uang Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam

Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki
fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli.”® DSN MUI menetapkan
Fatwa Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  NO:
116/DSNMUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, dimana uang elektronik
syariah memenuhi beberapa ketentuan umum sebagai berikut:’’

a. Uang elektronik (electronic money) merupakan alat pembayaran.

b. Uang elektronik adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah.

c. Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang
disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan
transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.

d. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang
elektronik.

e. Pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang
elektronik.

Hukum uang elektronik dalam perspektif hukum Islam di atur dalam
Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 116/DSN-
MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, yaitu dalam ketentuan hukum
uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti
ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama

Indonesia.

"8 Laila Ramadani, Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (E-Money)
Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa, JESP-Vol. 8, No 1 (Maret 2016), h. 3.
" Fatwa DSN MUI No: 116/DSNMUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah
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Islam tidak melarang bentuk teknologi selagi tidak bertentangan dengan
ajarannya. Al-Quran malah memberitakan bahawa manusia adalah khalifah di atas
muka bumi dan Allah menempatkan posisi alam ini untuk digunakan oleh
manusia dengan usaha-usahanya yang baik. Firman Allah Swt dalam Q.S. Al-

Bagarah (2) ayat 29:

&a‘ L.:LM\)L»}f)Y\vﬁJa}LSv\“

-

. e 2, . .
2B Bl & E 6 S 6, ol Gy 226
D) Dosele

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit
sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia
menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki
untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi
Allah, Padahal kamu mengetahui. (Q.S. Al-Bagarah (2): 29)"

—n\

((‘,\

Terdapat beberapa akad yang berhubungan dengan mekanisme uang
elektronik. Diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Akad Jual Beli (al-ba’y)
Akad jual beli adalah akad tukar menukar harta dengan harta lain
melalui tata cara yang telah ditentukan oleh syariat. Dalam Fatwa DSN
MUI NO: 82/DSNMUI/VIII/2011, akad jual beli juga didefinisikan
sebagai pertukaran harta dengan harta yang menjadi sebab
berpindahnya kepemilikan obyek jual beli. Akad jual beli dalam

kegiatan uang elektronik terjadi ketika nilai uang elektronik yang

"8 Kementrian Agama Republik Indonesia, Op. Cit. h. 5.
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tersimpan dalam media penyimpanan, baik berupa server atau chip
yang dimiliki oleh penerbit dijual kepada calon pemegang dengan
sejumlah uang senilai uang yang tersimpan dalam media uang

elektronik.’®

. Akad Wadiah

Akad wadiah adalah akad yang berupa penitipan barang/harta kepada

orang lain yang dapat dipercaya untuk memelihara dan menjaganya.

Wadiah dalam uang elektronik terjadi ketika calon pemegang uang

elektronik menyerahkan sejumlah uang kepada penerbit dengan

maksud menitipkan dan selanjutnya sejumlah uang tersebut

dikonversikan menjadi sebuah nilai uang elektronik senilai uang yang

diserahkan. Apabila menggunakan akad wadiah, maka harus

memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1) Bersifat titipan,

2) Titipan bias diambil/ditarik/digunakan kapan saja,

3) Penerbit dapat menginvestasikan uang titipan dengan terlebih
dahulu meminta izin kepada pemegang,

4) Dalam hal uang titipan digunakan penerbit dan mengalami resiko
kerugian, maka penerbit bertanggungjawab secara penuh, dan

5) Otoritas dapat menjamin atau tidak menjamin dana pemegang uang

elektronik yang dititipkan di Penerbit.%°

™ Kajian Bersama Uang Elektronik Ditinjau Dari Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah

(Jakarta: Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional, 2016), h. 61.

% gsutan Remy Sjahdiyni, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum

Perbankan Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 87.
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c. Akad ljarah
Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, Tentang
Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah ljarah,
akad ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau
upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui
pembayaran sewa atau imbalan jasa.
Menurut Fatwa DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
Pembiayaan ljarah, Akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna
(manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran
sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu
sendiri.®

d. Akad Wakalah
Secara bahasa wakaalah adalah melindungi. Ulama Mazhab Syafi’i
mengatakan bahwa wakaalah adalah penyerahan kewenangan terhadap
sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bias diwakilkan kepada
orang lain, untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik
kewenangan asli masih hidup.®?

e. Akad Qardh
Akad gardh yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan
ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang

diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu

8 1bid, h. 88.
8 1hid. h. 89.
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yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Akad gardh dapat
digunakan dalam hubungan hukum antara penerbit dengan memegang
uang elektonik. Dalam transaksi uang elektronik setelah dana tersebut
dimanfaatkan oleh Bank akad tersebut berubah menjadi akad gardh

(hutang).®

Agar kegiatan seseorang sejalan dengan ketentuan agama, maka harus

dilakukan penyelarasan dengan ajaran Islam. Adapun beberapa keistimewaan

prinsip transaksi yang dimiliki uang elektronik adalah:

a. Prinsip dasar dalam Hukum Ekonomi Syari’ah adalah untuk

mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan
mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari
manusia itu sendiri.®* Manfaat uang elektronik untuk kemaslahatan
manusia sama dengan manfaat uang tunai, karena tujuan dan fungsinya
sama dengan uang tunai. Transaksi uang elektronik memiliki banyak
kemaslahatan untuk umat manusia, seperti:

1) Meminimalkan kerugian akibat kehilangan, membawa uang tunai
dalam jumlah yang cukup banyak akan membuat sangat berhati-
hati dan memunculkan perasaan khawatir yang berlebihan.

2) Menghindari aksi kejahatan, membawa uang tunai dengan jumlah
yang banyak tentu saja akan mengundang perhatian, termasuk

pencuri ataupun pencopet.

tersedia

83 H
Ibid. h. 90.

8 Aprilia Ika, 7 Manfaat Gunakan Transaksi Nontunai Ketimbang Uang Tunai (On-line),
di:  http://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/01/0900000126/7-manfaat-gunakan -

transaksi-nontunai-ketimbang-uang-tunai, (1 Oktober 2017.
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3) Lebih Praktis, tidak perlu mencari kembalian pada saat
bertransaksi.

4) Pengeluaran jauh lebih tertakar.®

b. Semua transaksi dalam muamalah, hukum dasarnya adalah boleh

sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Karena belum ada dalil

yang mengatakan pengharaman uang elektronik maka transaksi uang

elektronik dibolehkan, dan tidak hanya itu dalam transaksi penggunaan

uang elektronik (e-money) terhindar dari gharar, maisir dan juga

riba.®®

1) Terhindar dari Maisir
Maisir adalah transaksi yang mengandung perjudian, untung-
untungan atau spekulatif yang tinggi. Uang elektronik hanya
berupa titipan sejumlah uang yang didepositokan dan dicairkan
dengan jumlah uang yang sama, jadi dalam transaksi uang
elektronik tidak mengandung maisir.

2) Terhindar dari Gharar
Esensi gharar adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan
salah satu pihak karena mengandung unsur ketidak jelasan,
manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian
pelaksanaan akad. Uang elektronik tidak mengandung unsur
untung-untungan karena tidak ada penambahan pembayaran pada

saat transaksi, pihak Bank hanya memanfaatkan uang yang disetor

& hid.,
% hid.,
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tanpa ada penambahan ataupun pengurangan nilai uang elektronik.
3) Terhindar dari Riba

Tidak ada tambahan dana dalam transaksi uang elektronik karena

tidak ada unsur bunga yang ditawarkan dan tidak ada penambahan

maupun pengurangan pembayaran.

Sedangkan implementasi uang elektronik terhadap prinsip-prinsip Hukum

Ekonomi Syariah antara lain:®’

a. Mubah

Setiap bentuk transaksi adalah boleh selama tidak ada dalil yang
menyatakan keharamannya. Karena itu, seluruh bentuk jual beli yang
memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mengarah kepada bentuk
yang terlarang maka boleh. Mekanisme transaksi uang elektronik telah
memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dan juga tidak ada
dalil yang melarang maupun mendekati hal-hal yang terlarang.®

Halal

Uang elektronik adalah transaksi uang yang telah disetorkan terlebih
dahulu dan penyetornya orang yang jelas serta hal yang ditransaksikan
adalah objek yang halal.®®

Sesuai dengan Ketentuan Syariat dan Aturan Pemerintah

Uang elektronik adalah program yang dijalankan Bank Indonesia

dalam menciptakan gerakan nasional non tunai. Uang elektronik bukan

73.

8 Rozalinda. Figih Ekonomi Syari’ah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 65-

% hid.,
% hid.,
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lah hal yang menentang aturan pemerintah dan segi syariah pun uang
elektronik tidak bertentangan dengan syariah.

d. Asas Manfaat
Uang elektronik membawa pengaruh manfaat yang baik karena dengan
adanya uang elektronik dapat membantu mempermudah transaksi
pembayaran sehingga tidak perlu membawa uang tunai (cash) kemana-
mana.®*

e. Asas Maslahat
Yakni mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan
pada setiap transaksi yang dilakukan. Karena uang elektronik
dipersamakan dengan uang, maka dengan adanya uang elektronik tidak
perlu membawa uang terlalu banyak dan mencegah jika terjadi hal-hal
yang tidak diinginkan.*

f. Asas Kerelaan
Dalam Islam, setiap akad atau transaksi yang dilakukan dengan sesama
manusia harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan.
Adanya pembelian media uang elektronik maupun nilai uang
elektronik adalah salah satu bentuk kerelaan.”

g. Asas Tolong-Menolong
Adanya uang elektronik dapat mempermudah proses transaksi dalam

jual beli barang maupun jasa, karena tidak perlu repot mencari

% 1hid.,
% hid.,
%2 hid.,
% hid.,
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kembalian.®

5. Uang Elektronik dalam Perspektif Hukum Positif

Beberapa tahun terakhir ini, perkembangan sistem pembayaran yang
berbasis teknologi telah mengubah secara signifikan arsitektur sistem pembayaran
konvensional yang mengandalkan fisik uang sebagai instrumen pembayaran.
Meski fisik uang sampai saat ini masih banyak digunakan masyarakat dunia
sebagai alat pembayaran, namun sejalan dengan perkembangan teknologi sistem
pembayaran yang pesat, pola pembayaran tunai (cash) secara berangsur beralih
menuju pembayaran non tunai (non-cash). Hal ini dikarenakan perkembangan
teknologi memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap aspek-aspek
kehidupan. Perkembangan tersebut berpengaruh pada aspek hukum, politik,
budaya dan sistem pembayaran.®

Seiring dengan kemajuan teknologi, penggunaan teknologi khususnya
internet pun sudah lazim dilakukan sehingga transaksi menjadi lebih cepat, mudah
dan efektif. Begitupun dalam hal sistem pembayaran pada dunia perbankan. Gaya
hidup modern seperti itu mendorong munculnya sistem pembayaran non-tunai
seperti penggunaan kartu kredit, kartu debit, kartu ATM, dan e-money.*®

Terbentuknya sistem pembayaran non tunai akan mempengaruhi peraturan
hukum yang ada di Indonesia karena itu, untuk memberi perlindungan hukum dan

kepastian hukum terhadap konsumen. Alat pembayaran menggunakan kartu (kartu

*hid.,

® R. Maulana Ibrahim, Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in
Indonesia, (Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2006), h. 12

% Rachmadi Usman, Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran,
Yuridika, Vol. 32 No. 1, (Januari 2017).
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kredit, ATM/debit) serta uang elektronik diatur dalam sejumlah regulasi Peraturan

Bank Indonesia (PBI) dan juga diatur dalam sejumlah Surat Edaran Bank

Indonesia (SE BI), yaitu:®’

a.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik pada BAB V Transaksi Elektronik Pasal 17 sampai Pasal
22.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 yang diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16/8/PBI/2014 dan diubah lagi dengan
Undang- undang Nomor 18/17/PBI1/2016 Tentang Uang Elektronik.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang
Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dalam Pasal 2.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Uang Elektronik.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/16/DKSP Tahun 2014
Tentang Tata Cara Penyelenggara dan Konsumen Jasa Sistem

Pembayaran di Indonesia.

Uang elektronik ini mempunyai kedudukan yang sama dengan uang kertas

sebagai alat pembayaran, karena uang elektronik dibuat oleh Bank Indonesia dan

sudah mempunyai dasar hukum yang mengaturnya sehingga mempunyai kekuatan

hukum yang sama dengan uang kertas sebagai alat pembayaran yang berlaku di

°" Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 24.
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Indonesia.*®

Menurut Peraturan Bank Indonesia No0.20/6/PBI/2018 tentang Uang

Elektronik, beberapa pihak yang terkait dengan penyelenggaraan uang elektronik

sebagai berikut:*

a.

b.

Penerbit adalah pihak yang menerbitkan uang elektronik.

Pengguna adalah pihak yang menggunakan uang elektronik.

Acquirer adalah pihak yang melakukan kerja sama dengan penyedia
barang atau jasa sehingga mampu memproses transaksi uang elektronik
yang diterbitkan oleh pihak selain acquirer yang bersangkutan dan
bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada penyedia
barang atau jasa.

Prinsipal adalah pihak yang bertanggung jawab atas penerusan data
transaksi uang elektronik melalui jaringan, pelaksanaan perhitungan
hak dan kewajiban, penyelesaian pembayaran dan penetapan
mekanisme dan prosedur bisnis, antar anggotanya yang berperan
sebagai penerbit dan/atau acquirer dalam transaksi uang elektronik.
Penyelenggara switching adalah pihak yang menyelenggarakan
kegiatan penyediaan infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat atau
penghubung penerusan data transaksi pembayaran dengan

menggunakan uang elektronik.

% Working Paper, Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai
Melalui Pengembangan E-Money, Tim Inisiatif Bank Indonesia (On-line) tersedia di:
http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/70AD6420-DA75-4D458F3cC6F3465312FB/7858/Working
Paper_ MicroPa yment.pdf, (1 Mei 2015), h. 2.

% peraturan Bank Indonesia N0.20/6/PB1/2018 tentang Uang Elektronik.


http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/70AD6420-DA75-4D458F3cC6F3465312FB/7858/Working

62

f. Penyelenggara kliring adalah pihak yang melakukan perhitungan hak
dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau acquirer
setelah pelaksanaan transaksi uang elektronik.

g. Penyelenggara penyelesaian akhir adalah pihak yang melakukan dan
bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban
keuangan masing-masing penerbit dan/atau acquirer berdasarkan hasil
perhitungan dari penyelenggara kliring.

h. Penyedia barang atau jasa (merchant) adalah pihak yang menjual
barang atau jasa yang menerima pembayaran dari pengguna.

i. Penyelenggara penunjang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan
transaksi pembayaran.*®

Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap penyelenggara

sistem pembayaran uang elektronik difokuskan pada penerapan aspek manajemen
risiko, kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, termasuk kebenaran dan ketepatan penyampaian informasi dan laporan,
penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, prinsip
persaingan usaha yang sehat, transfer dana, peraturan perundang-undangan
lainnya dan penerapan aspek perlindungan konsumen.***

Peraturan Bank Indonesia ini juga memuat sanksi yang diberikan terhadap

penyelenggara kegiatan uang elektronik yang terdapat pada pasal 33 PBI tentang

Uang Elektronik, yaitu:

100 [|hi
Ibid.,
18 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT.Raja
Grafindo Persada, 2011), h. 41.



63

manfaat sebagai berikut:

Sanksi administratif:

1) Teguran;

2) Denda;

3) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan uang

elektronik.

b. Sanksi pencabutan izin penyelenggara uang elektronik

Penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran dapat memberikan

102

a. Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi-

transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai.

. Tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang (seperti

permen) akibat padagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai
kecil (receh).

Sangat applicable untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun
frekuensinya tinggi, seperti transportasi, parkir, tol, dan fast food.
Risiko keamanan terkait uang seperti kehilangan, kecurian, penipuan,
dan persoalan-persoalan lainnya akan berkurang, selama media non
tunai yang digunakan.

Sistem pembayaran non tunai lebih efisien, memungkinkan masyarakat
dan perusahaan untuk menekan biaya operasionalnya seperti biaya
transportasi untuk menyetorkan uang ke bank beserta biaya

pengawalannya.'®

192 5perjono soekanto dan Sri Mamudii, Op. Cit, , h. 24.
"% Ibid.,
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